
ten tang 
Republik 

Lembaran 

1. U'ndang-Undang Ganggua.n (Hinderordonnantie) Staatblaad 
1926 Nomor 22G yang Lelah diubuh dun ditarnhah cln1gun 
Staatblaad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 
dan Daerah lstimewa Yogyakarta.; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Ler1t.ar1g Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lemharan Negara Repuhlik Indonesia 'Tahirn ?.003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 1'ahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

WALIKOTA SEMAltANC 

Mengingat : 

Menimbang: 

.. ' 

PROVINS! JAWA TENGATI 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR~VAHUN 2015 
TENT ANG 

P~1'UN,llJK PtT,1,AKSANAAN RETRIBUSI IZIN Mt<;Nnl~IK/\N ll/\NGUNAN DAN 
RETRIBUST IZIN GANGGUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA SEMARANG, 

a. bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 
30 ayat (2). Pasal 31 ayat (2), PARal ~2 ayar (3), Pasal 37 
ayat ('I), Pasal 38 ayat (7), P1,u~I 3C) ;,iy;,il (4), l'tt1$ottl 41 uyat 
(3), Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang serta untuk 
menjarnin keacliJan, perlindungan hukum dan kepastian 
hukum h»gi p,irH pernangku kcpcntingan daJam 
pengelolaan retribuai pcrizinan tertentu Izin Mendirikan 
R::mgunan (IMB) dan Izin Gangguan, maka dipcrtukan 
petunjuk pelaksanaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
dalam huruf a perlu membentuk Pcraturan Walikota 
tentang Petunjuk Pela.kaanaan Retribusi lzin Mendirikan 
Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan; 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Untlan11.-Untlan11. Numur 14 Tahun 2008 lttnl.aJ1~ 
Kct<wbukaan Informas! Publik (Lcmbaran Negara Rcpubllk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 'l'nrnbahan Lemharan 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UAAha 
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 teniang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

10 Urulang-Urulang N11111ur ?.8 Tahun ?.00<> lt'ril;mg P;.ij;.ik 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba.ra.n Negara Republik 
Iudonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraruran Perunrlang-undangan [Lernharan 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Undang Undang Numor 23 'I'ahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 l.enlHnR Perubahan Kedua Alas uudang 
Unrlang Nnrnor 2~ Tahun 2014 ientang Pcmcrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 56 79); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang 
(Lcrnbaran Ncr,~rH R1:p11 blik Tmlum~iH Tnhu n I ()76 Nomor 
25, Tumbahun Lembaran Negara !{epublik Indonesia Nomor 
3079); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupatcn-kabupeten 
Daerah 1'ingkat JI Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara 
dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang dalam Wilayah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Oedung (Lernbaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 



16. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 rcntang 
Pengelolaan Keunngan Daernh [Lembaran Negara 1-<epubUk 
Indonesia Tahun ?.005 Nomor 140, 'l'AmhHh1-1n 1..t>mhnrim 
Negara t<t.:µu blik Iudonceia Nu1uo1 4!.,/8). 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedomnn Pembinnan dnn Pengawasan, Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan l..rmhRrAn Nt:gHrH 
Republik Indonesta Nomor 4f>93); 

18. Peraturan Pernerintah Nouior 39 Tahun 2007 tcntang 
Pc11gt:lvl1ta11 uang Nc~an:1/ Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 teruang Tata 
Cara Pcmberian dan Peuianfaatan lnsentif Pernungutan 
Pajak Daerah dan Rctribusi Dacrah (tcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomnr 1'.J.:1, 1)1mlmliur1 
Lernbaran Negara Republlk tdonesla Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tent.ang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 U Nomor 83, Tambahan 
l.ernbarnn Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pernerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pclaksanaan Undang Undang Nurnor '...!h 'rnhun 2009 
tentnng Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

22. Pcraiuran Presiden Nomor 87 'l'ahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembcntukan PP-rAh1nm Perundang 
undangan{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagairnana telah diubah terakhir dengan Pcraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua ataA Peraturan Mtmlt!ri Dalam Ncgcn 
Nomor 13 Tahun ?.006 11~11lH11g Pf:t11)tnon Pengelolaan 
Keuangan Daerah: 

24. Peraturan Mcnteri DAlAm Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bangunan n~dunp, (Lernbaran Dacrah Kota 
Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambaban Lernbaran 
Daerah Koia Semarang Nomor 35); 

26. Peraturan Daerah Kola Semarang Nomor 20 Tahun 2011 
tentang ljin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 65); 

27. Peraturan Dnerah Kata Semarang Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perlzlnan Tertcntu di Kota Sem1m1r1~ 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, 
Tambahan Lernbaran Oaerah Kota Semarang Nomor 71); 
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BAB I 

IIBT~NTUAN UMUM 
Bagian Kesatu 

Pengertinn 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1 . Daerah adalah Kora Semarang. 
2. Pcrncrintah Dacrah arialah kcpala dacrah sebagai unsur penyclnnggara 

Pernerintahan Daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan dacrah otonorn. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 

4. Dinas adalah Dinas teknis yang bertanggung Jawab di bldang penaiaan 
dan pernanfaatan bangunan di lingkungan Pemcrintah Daerah, 

5. Kepala Dinas adalah Kepaln Dinas Teknis yang bertanggung jawnb di 
hidang penalaan dan pemanlaatan bangunan di lingkungan I'omcrintah 
Daerah. 

6. tnstanst yang bertanggung jawab dalam bldang pcrizinan IMB dan lzin 
Gangguan adalah Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang 
perizinan !MD dan lzin Gangguan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

'I. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data ohj~k dnn subjek r~trihusi, penemi uun lu-:samya rerribuai yang 
tcrutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wltjib RetnhuKi 
serta pengawasan penyetorannya. 

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus discdiakan dan/a.tau diberikan oleh Pemerintnh nnemh unruk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN WALlKOTA TENTANO PETUN,JUK 
Pl•:1.;AKSJ\.NMN RETRlBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
DAN RETRIDUSI IZIN GANGGUAN 

Menetapkan: 

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pcngclolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomnr I) RrbRgaimana 
Ielah diubah dcngan Peraturan Daerah Kotn Semarang 
N1111111r !'i Tahun ·;?01:3 tentang Pcrubahan at.A11 r1~1~1u,11n 
Dn~rnh KotS\ Hcm~1~111~ Nomor 11 Tahun 2006 tentnng 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Letnbaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 20 I :"i Nnmnr !\, 'ramhahan t.embaran 
Dacrah Kota Semarang Nomor 83); 

29. Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2015 
tnil:n,~ Pet unjuk Pelaksanaan Pcraturan Dae rah Kota 
Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tcntana Uu1 Ci:u1~ul:UJ 

(Bcrita Daerah Kota Semarang Tahun :l015 Nomor 16); 
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9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pernerintah Daerah dalam 
rangka pemberlan bdn kepada orang pribadl atau Badan yang 
dirnaksudkari unt.uk pernbinaan, pengaturan. pcngcndalian dan 
pcngswasan AtRl'I kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau faeilitae tertentu guna 
meundungt kepentlngan umum dan mcnjaga kclcstartan Iingkungan. 

10. Retribusi IMD adalah Retribusi yang dipungu L au.u; jasa pelayanan fain 
mendirikan bangunan gedlmg dan Banaun banaunan kepada pt"milik 
untuk mcmbangun baru, mcngubah, mcmpcrluas, mcngurangi dan/atau, 
rnerenovaal bangu nan SP.su:11 dengan perayaratan admuustranf clan 
pcrsyaratan tcknis yang bcrlaku, 

11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat lMB adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemenntah Daerah kecuali untuk 
bangunan gedung khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan 
gedung untuk mernbangun baru, rnengubah, rnernperluas, mengurangi, 
dan/ atau mcrawat bangunan gcdung scsuai dcnzan pcrsvaratan 
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 

12. Bangun-Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak 
digunakan untuk kcgiatan manusia, mcrupakan lingkungan yang tcrcipta 
oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada 
landasan dengan susunan bangunan tertentu sehingga terbentuk ruang 
YMJ:t terbatas scluruhnya atau sebagian dtanteranva berfungsi 8C'ba1~Ri 
do.11/ ctau tidak pelengkap bangunan gedung. 

13. Izln Oangguan adalah pemberian izln tempat usaha/kegialan kepada 
orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan 
buhuyu, kerugian dan gangguan, tiduk tcrrnasuk tcrnpat usaha/kegiatan 
yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemcrintah 
Daerah, 

14. Retribusi lzin Gangguan adalah Retribusi yang dipungut etas pclayanan 
pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada omng prihadi arau Badan 
yang dapat menirnbulkan ancaman bahaya, kcrugian dan/atau 
gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha 
secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, 
keselamatan, atau kesehatan umum, mcrnelihara kctertiban lingkungan, 
clan mcmcnuhl norma keselamatan dan kesehalan kerja. 

1 ::-i. lJAnhn M1kro nnnlnh usnha produlctit mlllk orang pcrseorangan dan/ntm.1 
badan usaha perseorangan yang mernenuhi kriteria usaha mikro 
sebagairnana diatur dalam Undang-Undang Nomo:r 20 Tahun 2008 
rcntang Usaha Mikro, Kccil clan Mcncngah. 

16. Usaha Kecil adalah usaha ekonom.i produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usana yang bukan 
mcrupakan anak pcrusahaan atau bukan c:ahl1ng pcru~hti;1r1 _yt'.lr1g 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 
kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

l'/. Wnjib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mcnurut 
peraluran perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
~mhnynrnn r~trihn~i, tcrmai:1,1k 1)Cmungut atau 1x-motc,ng rctrlbu$l 
le.rlentu. 
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Baglan Keduu 
Maksud dan Rueng Lingkup 

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman 
dalam kegiatan pelayanan pengelolaan retribusi perizinan tertentu yang 
meliputi: 
a. Retribusi LMB; dan 
b. Retribusi l?;in Gangguan. 

18. Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk mernanfaatkan jasa dan perizinan 
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

19. Hu111I 8dt1IHl1 Rdtibu:·11 OHt:11111, y1111~ K1:l1111jul11.v11 dixi11~k11I 88Rn. 11d11l11li 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yo.n..: telah dilakuko.n dengan 
rncnggunakan Iormulir HlKU tclah dilakukan UC.:11!;1:Ul c.:tU'M lain kc kl:<.!$ 
daerah rnelalui ternpat pernbayaran yang dilunjuk oleh Wahkota. 

20. Surat Keretapan Retrihusi Daerah, vang setanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumJah 
pokok retribusi yang terutang. 

21. Surat Kctetapan Rerribus! Daerah T~hih R:iy:ir, yang selanjutnya 
dleingkat HKROLA, l'tdl'll11l1 X\Jt"HI kd1!111p1111 n•lril111xi y1111K 1111:111:11l11k1111 
jumlah kclcbihan pcmbayaran rctribusi karena jumlah kredit retribusi 
lcbih bcsar daripada rctribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang, 

22. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya dialngkat SP2D adalah 
Surat Perintah Pencairan nana yang diterbitkan akibat diterbitkannya 
SKRf>l.R. 

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat unruk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
d1:1.1J:t, ketcrangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profcsional berdaaarkan suaru standnr pemeriksaan untuk mene1.\ii 
kcpatuhan pcmcnuhan kcwajlban rctrlbusl dar1/aLau untuk tujuan I.Ju 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan 
retribusi daerah. 

25. Badan adalah sekumpulan orang dao /atau modal yang rnerupakan 
kosatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usnha yang rneliputi perseroan terbatas, perscroan komanditcr, pcrscroan 
lalnnya. Badan u~aha Milik N~gara (RUMN), atau Iladan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dcngan narna dan dalam benruk apapun, flrma, kongsl, 
koperast, dana pensiuu, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organiaasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organtsast lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bcntuk 
usaha tetap. 
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Ua,1,tian Kcdua 
Pcnyctcaeian 1-'embaynnm 

Pasa: 6 
(1) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perizinan TMB dan lzin 

Gangguan memberitahukan kepada Dinaa hahwa izin akan diterbitkan 
clan rctribusi harus dibaynrkan oleh Wajib Retribusi. 

(?.) ninax mernbcritahukau sccara tertulis kepadn W~ljlu ~t1ll'illUA1 unruk 
rnengambil SKl{O dan mclaksanakan pernbayaran retribusi, paling lambat 
15 [lima belas] hari kerja sejak diterbitkan SKRD. 

(3) Pemberitabuan sccara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat menggunakan media elektronik dalam bentuk e-mail, pesan 
singkat /SMS atau bentuk selenisnya. 

BAB 111 
Tl$Ml'AT l'i!:MJ:jAYARAN. BENTUK n/\N ISi SK~D, l'l!:NYELESAIAN 

l'~MB/\VA~AN DAN PENUNDAAN PEMOAYARAN 

Bagian Kesatu 
Tcmpat Pembayaran, Bentuk dan Isi SKRD 

Pasat 5 
(1) Tempat pembayaran Rctribusi !Ml:{ dun RPtrihu~i Tzin Gangguan dengan 

menggunakan SKRD dan dilakukan t!I Kas Daorah atau tempat lain yan11, 
ditunjuk oleh Walikota. 

(2) Bentuk dan isi SKRD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) clit~tapkan 
Kepala Dinas. 

BAB lI 
TATA CARA PF:I..AKS/\NAAN fJEMUNOUTAN RR'T'RTBUSI 

Pasnl 4 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retrlbusi dipungut dcngan menggunakan SKRD. 

t'aR.'31 3 

Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi: 
a. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi: 
h. rernpat pembayaran, bcntuk dan iai 8KRD, penyelesaian pembayaran dan 

penundaan pembayaran; 
c. tata <'flrfl penyetceoiun pemb .. ly..u .. sn ~1.:;.-.1,1 ~rngxu1Anj 

d. tata cara permohonan dan pcmberian pengurnngan Zkeringanan dan 
pcmbcbasan retribusi: 

e. tata cara pengernbalian kelebihan pembayaran retribusi; 
f. tata earn penintuhan snnksi aclministratif; 
P,, tatu t:Hru penghapusan piutang retribusi y,m11, s111hsh kedaluwersa: dan 
h. tata cara pcmcriksnnn retribuoi. 
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tsagian Ketiga 
Penundaan pembayaran 

Pasal 9 
(1) Dalarn hal Wajib Retribuai tidak dapat melaksanakan pcmbayaran paling 

lambat 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalarn PaAAl 6 
ayat (2), maka Wajlb l~~lriharni duput mengajuknn perrnohonan penundaan 
pcmbayaran kcpada Wallkota. 

Pasal 8 
(1) Pembayaran yang dilakukan rnelalui jasa perbankan sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (4) huruf b dinyatakan telah lunas apabila 
uang lelah diterima Kas Daerah. 

(2) WAjih R~l ril,uxi melaporkan pernbayaran retribusi kepada Bendahara 
Penerimuan Dinas dan mcngambil Surat Tenda Sotoran yang ditcrhitkan 
Bendahara Penerimaan Dinaa. 

(3) Bendahara Penerimaan Dinas mencatat laporan pembayaran retribusi dari 
Wajib Retribusi sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1 ). 

(4) Wa.jib Retribusi menyerahkan Surat Tanda Scloran acbagaimana dirnaksud 
p..i.ch·• HYRI (?.) beserta bukti pcrnbayaran kcpada petugas Kas Daerah. 

(~) Wajlb Rctrlbuel ruclaporkan peuibayaran retribuui kt'patla Beridaharu 
Penerimaan Dinas dengan melampirkan bukti tindasan Surat Tanda 
Setoran yang telah dlbayarkan. 

(6) Bendahnra Penerimann Dinns melaksanakan pencatatan sctclah rctribusi 
dibayarkan Wajib Rctribusi. 

PAM17 
(1) Pernbayaran yang dilakukan Wajib .l<ctrlbusl secara 1uraa1/la11g~u11g ke KaK 

Daerah sebagahrumu dirnukuud dalum Pnscl 6 o.vat (1) hunt! a 
menggunakan Surat Tandn Setornn yang ditcrbitkan Bcndahara 
Penerirnaan Dinas. 

(2) Bendahara Penerimaan Dinas melaksanakan oencatatan sebelum retribusi 
dibayarkan W~jib Retribusi. 

(3) Pembayaran retribusi sebagairnana dirnaksud pada 11yat ( 1 ), harus disctor 
ke rekening Kas Daerah puling Iambat l (satu) hari kcrja tcrhitung R~jAk 
retribusi tersebut dicatat olch Bcndahara Penerimaan Dinas. 

(4) Wajib Retribusi melaporkan pembayaran retribusi kepada Bendahara 
Pencrimaan Dinas dengan melampirkan bukti tindasan Surat Tanda 
Setoran yang telah dibayarkan. 

r~l Bendaharn 1-'enerimo.nn Dinas melaksanakan pcncatatan sctclah rctribusi 
dilmyarkan Wajih Retribusi. 

(4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan 
Iunas sckallgua yan~ dapat dilakukan dengan cw-a: 
a. I uri;.ii J;rnp,::1unr, ke Kas Daerah: atau 
b, melalui .it-1.~ perbankan dengan cara transfer ntau menggunnlenn 11lnt 

pernbayaran herupn cP.k 

(5) Setiap pernbayaran rctribuai diberikan Tanda Bukti Pembayaran 
1-<ctribusi. 
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Pasal 11 
(1) Wajib Retribusi yang permohonan penundaan pembayaran retribusinya 

dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tidak dikcnai 
denda adminietratif apabila pembayaran dilaksanakan sesuai dengan 
batas waktu yang tercantum dalarn persetujuan penundaan pembayaran 
retrlbuai. 

(2) Wajib Rctrtbusi yang ditolak pcrmohonan penundaan pcmbayarannya 
SP.hAgAimAna dimakaurl c'IAIAm PaAAl 10 ayRI (!'l), wajih melakukan 
pemhayaran Rerribusi paling lamhar 1 S [lirna belas] hari kerja rerhitung 
sejak diterbitkannya penolakan penundaan pembayaran retribusi. 

(5) Kepala Dinas berwenang menolak permohonan penundaan pembayaran 
retribusi dengan disertai alasan penolakannya yang termuat dalam 
Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi. 

(6) Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan mengabulkan atau menolak 
atas permohonan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimnksud pudu oyHI Pl dun uynt (5) puling lnrnn 7 (lujuh) hnr] l<erjn 
terhitung sejuk permohonan diterima Dinas. 

(7) Setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari kena sejak diterimanya permohonan 
penundaan pembayaran retribusi, Kepala Oinas tidak memberikan 
keputusan, maka permohonan penundaan pembayaran dinyatakan 
dikabulkan bcrdasarkan Pcraturan Walikota ini, 

penundaan 
Penundaan 

(3) Kepala Dlnas berwenang mengabulkan perrnohonan 
pembayaran retribusi dengan menerbitkan Persetujuan 
1-'emhoyoron t<etribusi. 

(4) Penundaan pcmbayaran scbagaimana dimaksud pada ayai (I) dapat 
diberikan untuk jangka waktu paling lama JO (tiga puluh) hari kerja 
dengan rnempertirnbangkan kernampuan W.1jih R~lril>uKi. 

Pn:.nl 10 

( l) Pcunchonan pcuundaan pembaya; an 11.:ldl.,u~i 1.lit1.juk.tu1 k.epada Kepala 
Dim~,-; pRling larnhat 7 [tujuh] hRri ke-rja t,-rhitung St"jHk ditf"rhitk1mny11 
SKRD. 

(2) Wajib Retribuai yang akan mcngajukan pcrmohonan pcnundaan 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengisi 
Forrnu lir Pcrrnohonan Ptm undaan beaerta uraian alasarmya dengan 
dilcngkapi: 
a. fotokopi SKRD dengan menunjukan aslinya; 
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku 

dengan menunjukan aslinya; dan 
c. surat kuasa dan Iotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih 

berlaku dengan menunjukan asllnva, bar,i J)f."11P,lt11.1a.an y:rnr. 
rt i ku n !'In knn . 

(2) Walikota bcrwcnang menerima atau menolak permohonan pcnundean 
pcmbayaran rctribuai. 

(3) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dun 1:1y1:1L (2) kepada Kepala Dinas. 
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HI 

Pnanl 13 

(1) Permohonan pembayaran angsuran diajukan kepada Kepala Dinas paling 
lambat 15 (lima bclas) hari kcrja tcrhitung sejak diterbitkannya SKRD. 

('.J.) Wajib 1-letribusi yang akan mengajukan permohonan pembayaran 
angsuran sebagairnana dimaksud pada ::iynt (11, wnjih mengiei forrnulir 
pernbayaran angsuran retribuei yang telah discdiakan Dinas bcscrta 
alaxanr1y;1 dtmgan diltm~kapi: 

a. fotokopi SKRD dengan menunjukan aslinya; 
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (l<TP) pemohon yang masih berlaku 

dengan mP.n11nj11kH11 r1sli11yH, 

c:. N11r>11 kuRRR drm fntokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rnasih 
berlaku dengrm rnenunjukan aslinya, bagi pengurusan ynng 
dikunnnknn. 

(3) Kepala Dinas berwenang mengabulkan permohonan angsuran pembayaran 
retribusi dengan menr-rbitkan persetujuan angsuran pernbayaran 
rctribusi. 

U/lliJV 

TATA CARA PENYF;LESAIAN PEMHAYAt<AN S~CAt<A ANOSURAN 

PAAAJ 12 
( 1) Dalam ha] We jib Rel ribuai tidak dapat rnclaksanakan pcrnbayaran paling 

lam.bat 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (2), make Wajlb Retrlbusl dapat mengajukan permohonan 
pembayaran secura unasuran kepada Walikotu, 

(?.) Wtllikota berwenang menerima atau rnenolak permohonan pembayaran 
secara angsuran atas retribuai. 

(3) Walikota melimpahkan kewenangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) kepada Kepala Dinas. 

(3) Wajib Retribusi yang pcrmohonan penundaan pcmbayaran retribueinya 
dikabulkan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), wajib 
melakukan pembayaran retribusi paling larnbat 30 hari kerja terhitung 
seja.k setelah dilampauinya batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterimanya permohonan penundaan pernbayaran retribu si. 

(4) Jangka waktu angsuran d.iberikan paling banyak ~ (lima) kali dalam satu 
tahun nnggnran dan paling lambat pembayeran dllakukan scbclum tutup 
t;1hu11 angg,ll'il11 !'l(":!'llllli kf':tf':1111lll11 fH':n1hllHII l't-:1 Hll~J~111j•U11\JHll!j~II 

(5) Kepala Dinas herwenang rnenolak perrnnhnnan RngRunm pr.mhaysnm 
retribusi dengan disertai alasan penolakannya yang terrnuat dalam 
penolakan angsuran pembayaran retribusi, 

(6) Kcpala Dinas wajib rnemberfkan persetujuan mengabulkan atau menolak 
atas permohonan angsuran pembayaran retribusi scbagaimana dimakaud 
pada ayat (3) dan ayat (5) puling lama 7 (tuiuh) hari kerja terhitung sejak 
permohonan diterima Dinas. 

(7) Setelah lcwal waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan 
angsuran pernbayaran retribusi, Kepala Dinas tidak memberikan 
keputusan, maka pcrmohonan angsuran pembayaran dinyatakan 
dikabulkan bcrdasarkan Pcraturan Walikota ini. 



BABY 

TAT/\ C/\RA PERMOHONAN DAN PEMDER!AN .P.l!;NOURANOAN/KERTNGANAN 
UAN l'.l:£MB.l:£1:3ASAN RJ;;TRTFHJST 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Perrnohonan dan Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi 

Paragraf l 
Rctribusi IMB 

P.-\1$i'\l 15 

(1) Walikvlu berwenang mcmbcrikan pcngurangan z keringanan Retribusi I MB 
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retrihusi. 

(2) Pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
da.pa.t diberikan terbadap bangunan fungsi hunian bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah yang memlliki pcnghasilan di bawah upah minimum 
yang ditctapkan. 

(J) Dalam hal Wajih Rerribuei tidak dapat melaksanakan pernbayaran paling 
larnbat 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat 
(2), maka Wajib Rctribuai dapat mengajukan permohonan 
pengurangan/keringanan Retribusi kepada Walikota. 

(4) Walikota berwenang menerirna utan mcnolak pcrmohonan 
pengurangun/lu~Tingana.n rctribusi. 

Pasal 14 
(1) Wajib Retribusi yang pennohonan angsuran pcmbayaran re1rihu~iny11 

dikabulkan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib 
melskaanakan pembayaran angsuran aecum It-ml u r cl,m llt'rt uru t 111r11t 
f.!Cl"-IUFJI <kllH,H11 l11~IHx wxk t u yHnn tm'l::·mlurn dalam pereetuiuan cngsuran 
pembnyaran retribusi, 

(2) Pembayaran angsuran sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
paling lambat tanggal 15 (lima betas) sertap bulannya. 

(~) W:tjih Rfllrihusi ym1e melaksanakan pcmbayaran angsuran secara teratur 
sebaguimana dimaksud pada ayar (I) (Ian ayat (2), tidak dikenui denda 
adrniniatrat if sebngairnunu diatur dulam Pcraturan Dacrah. 

(4) Wajil.J Retribuai yang ditolak permohonan angsuran pembayarannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), wajib melakukan 
pembayaran retribusi paling lambat 15 (lima belael hari kerja terhitung 
sejak diterbitkannya penolakan angsuran pembayaran rctribusi. 

(5) Wajib Rctribusi yang permohonan angsuran pembayaran retribusinya 
dikabulkan f.P.hag.aimana dirnnkeud dalam Pasal 13 ayat (7). wajlb 
molakukan pcmbayaran angsuran ~c:11ra t~rntur dan berturut turut paling 
lambat tanggal 15 (lima be las) setiap bulannya, untuk paling lama 5 (lima) 
kali angsuran dalarn satu tahun anggaran dan paling lambat pembayaran 
dilakukan sebelum tutup tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(fi) W~jib Retribusi yang permohonan angsuran pernbayaran retribusinya 
dikabulkan scbagaimaua rlimnkuud dulnrn Pasal 13 ayat (3) dan ayat (7), 
setelah pcmbayaran angeurannya lunas, akan mendapatkan TRndR Bukti 
Pelunaaan Pernbayaran Rctribusi. 
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Paragraf2 
Rf:I rihuai fain Gangguan 

Pasal 18 
(1) Wailkola berwenang mcmberikan pengurnngnn/k~t'lncariM.n Retribusi Izin 

Gangguan dcngan memperhatikan kernampuan Wajib Retribusi. 

Pasal 17 
Wajib Retribusi harus mcmbayar Retribuai paling lambat 15 [lima bolas] hRri 
l<erja torhitung ~jak diterbitkan Pcrsetujuan atau pcnolakan 
pcngurangan/keringanan Rctribuai IMH. 

mengabulkan permohonan 
dengan menerbitkan persetujuan 

('1) Kcpala blnas berwenang 
penguranganykeringanan Rctribusi IMB 
pcngurangan/ keringanan retribusi. 

{5} Kepala Dinas berwenang menolak pcrmohonan pengurangan/kcringauan 
Retribua! IMR dengan disertai atasan penolakarmya yang tcrmuat dalam 
penola kan pengurangan/kcrlnga n1:111 r~I ribusi. 

(hJ l{~p..tl..i ninns wajib memberikan p~rs~t ujuan mengabulkan a tau menolak 
atas permohonan penguranganj'kcringanan Retribusi IMO sebagairnana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
rerhitung seiak permohonan diterima Dinas. 

(71 Setelah lewat waktu 7 (tuiuh) hari kerja sejak direrimnnya permohonan 
penguranganykeringnnnn l<ctribusi lMB, Kepala Dinas tidak mcmbcrika n 
keputusnn, mAkA pvrmohonan pengurnnF,An/k~, i11c.;i-m:.·v1 Retribuei IMD 
dinya.takan dikabu lku rt berdusarkan Pera tu ran Walik.ota ini. 

1>ui-;uJ lb 

(1) Peruiohonan penguranganj'kcrtnganan Retribusi lMH diajukan keparla 
Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kcrja terhitung sejak 
dit.erhilki,mny~ $KRD. 

(2) Wajib Retribusi yang akan mengajukun pcrmohonan 
pt:m1<urungan/kcringsrnar1 Retribusi IMB acbag,'llinc1na dimaksud pada ayai 
fl I, wajib rncngiai formulir permohonan yR11g ldah di1..t"d1nknn Dinas bcscria 
alasannya dengan dilengkapi: 
a. Iotokopi SKRD dengan mcnunjukan aslinya; 
b. fotokopi Kartu Tanda Pcnduduk (KTP) pernohnn y.:mg maeih berlaku 

dengan menunjukan aslinya: 
c. kllrul kuasa dan fotokop! Kartu Tanda Pendudul, (KT.I:') yang maaih 

berlaku dengnn rncnunjukan aalinyn, bagi pc11gunJ88.11 yang dikuasnknn; 
dan 

d. Surat Keterangan Miskin dari Lurah. 
(3) Pengurangan/kertnganan Relrlbusi TMB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat diberikuu paling tinggi 50~{. 01m.1 puluh persen) dari be~itm1 
rctribusl yan1< termuat dalam SKt<D. 

(5) Walikota melirnpahkan kewcnangan sebagatmana dimaksud pHdc1 ayat (1), 
ayat ('.l), ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepale Dlnas. 
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I'asal 19 
(1) Permohonan pengurangan/kcringanan Rctribusi Izin Gangguan diajukan 

kcpada Kcpala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari keria terhitung ~P,j:tk 
dherbitkannya SKRD. 

(2) Wajib Retribusi yang akan mengajukan pcrmohonan 
pcngurangan/keringanan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), wajib mengisi formulir permohonan yang telah disediakan 
Dinas heserla alasarrnya dengan dilengkapi: 
w. folm:opy SKRD dengan menuujukan asliuya, 

h. ro1111x,py Kartu Tanrla Pcnduduk (KTP) pcmohon yang masih berlaku 
dengan menunjukan aslinya; 

c. surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih 
berlaku dengan mcnunjukan aslinya, bagi pengurusan yang 
dikuasakan; dan 

cl. suror rekomendnsi dnri Instausi yang bertanggung jawab dalam bidang 
usaha mlkro dan Ut;ah~ kccil 

(3) Pengurangan/keringanan Retribusi lzin Gangguan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi 500/o (Tuna puluh persen) dari 
bcsaran Retribusi yang termuat dalam SKRD. 

(4) K~pRIH Dinas berwenang mengabulkan permohonan 
pengurangan/keringennn Retribusi lzin GanAAtJan dengan mcncrbitkan 
pcrsctujuan pcngurangan / kt'.TinKHmm r"ttt rihusi. 

(5) Kepala Dinas berwenang rnenolak permohonan penguranga:n{keringanan 
Retribusi lzin Gangguan dengan disertai alasan penolakannya yang termuat 
dalam penolakan pengurangan/keringanan retribusi. 

(6) Kepala Dinas wajib memberikan perserujuan mcngabulkan atau menolak 
atas permohonan pengurangan/keringanan RPtrih11Ri tzin <ianggur.m 
s~l,:1~:1irnana dlrnakaud pada ayat (4) dan ayat (5) paling lama 7 Ituiuh] hari 
kerja terhitung tsej~k permohonan ditcrima Dinas. 

(2) l'engurangan/kcringanan 1-<ctribusi scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dapal dlbcrlkan tcruadep: 
a. usaha mikro dan usaha kecll; 
b. kegiatan usaha yang rncnggunakan bangunan cagar budaya ynng 

ditetnpkan oleh f'emerintah dan/alau 1-'emerint.ah Daerah; dan 
1:. l<t!KillllJfl uuuhu ,YUIIK dilukukun uleh leuibaga keagamaan/aoslal. 

(:-i) Dulum hul Wujih Rell'iuut.l tldak dapat melaksanakan pembavaran palinr. 
lambat 1!> (lima bcla.s) hari kcrja sebagaimana dimaksud dulnrn Pat.al 6 ayut. 
(2), maka Wajib Rf'trihusi dapar mengojukan permohonan 
pengurangan/keringanan retribusi kepada Walikota. 

(4) Walikot» hf'rwt'!mmc rne-nerirna 1-1lr.1u menulak permohonan 
pengurangan/ kcringanan rctribusi. 

(5) Walikota melimpuhkan kewenungan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), 
ayat ('.2), ayat (:~) dan syar (4) kcpada Kcpala Dinas. 
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Pasal 22 
(1) Pcunohouan peiubebasan Retrihusi TMn diajukan kepada Kcpala Dinas 

padt1 saat pengajuan lMU. 

(2) Wtyiu Retribusi yang akan mcngajukan permohonan pembebasan Retribusi 
!MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), w,tjilJ rneugisi funuu.lir 
pcrmohonan yang telah disediakan Dinas beserta alasannya dengan 
dilcngkapi: 
a. totokopi Kartu 'J'u111l11 PemhHlul< (K'l'P) pcmohon yang masih bcrlaku 

dengan menunjukan aslinya; dan 

b. surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih 
berlaku dengan menunjukan aslinya, bagi pengurusan yang dikuasnkan. 

(3) Kcpala Di.nas berwanang rnengabulkan permohonan pembebasan Retribusi 
fMB dcngan ruenerbitknn persetujunn r~mhr:hRAA11 rctrlbusl 

(4) KP-p:1la Dinas berwenang mcnolak pcrmchonan pernbebasan Retribusi fMD 
dengan disertai alasan penolakannya yang termuat dalam penolakan 
pernbebasan retribusi. 

Bagian Ked ua 
'T'~ta Cara Pcrmohonan dan Pemberlan I'embebasan Retribusi 

Paragraf 1 
Retribusi IMB 

Pasal 21 

(1) Walikota berwenang memberikan pembebasan Rctribusi TMB. 

(2) Pcmbebasan Retribusi !MU sebagnimana dimaksud pada ayat (I) dibcrikan 
kepada pelllt'.K11flK TMTI ntus: 

a. bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan olch Pcmcrintah da.n/atau 
Pemerintah Daerah; dun 

b. bangunan milik Negara/Uat'.rah untuk pelayanan jasa umum. 
(3) Pcrmohonan pembebasan t,(etr1hus1 lMli cfa1i11kRn kcpada Walikota. 
(4) Walikota berwenang menertrna A.IA.U mcuolak peruiohonau pernbebasan 

Retribusi IMB_ 

(5) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) , 
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Dinas. 

15 [lirn« h~l:H;) hnri 
A tau pe11olakar1 

Paaal 20 

Wajib Retribusi herus mcmbaya» 11.;lduu~i paling lamhal 
kt!rja terhitung sejak ditcrbitkan Pcrscrujuan 
penguranganykeringanan R<'trihusi fain Oangguan. 

(7) Setelah lewat wakru 'I (h\jUh) hnl'i ker]u sejuk diterimanya pcrmohonan 
1~11gurAn~n/k~rlnganan Retribusi Izin Gangguan, Kepala Dinns tidok 
rnemberikan keputusan, maka permohonan penguranganj'keringanan 
Retribusi lzin Gangguan dinyntakan ciikJ:tbulkan bcrdasarkan Pcraturan 
W alikota ini. 
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Pusul 2,1 

(1) Permohonan pembebasan Retribusi Izin Oangguan diajukan kepada Kepala 
Dinas pada saat pengajuan lzin Oangguan. 

(2) Wa,jib Retribusi yang akan mengajukan permohonan pernbebasan Retribusi 
Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib rncngiai formulir 
permohonan yang telah disediakan Dirma he~rtn nlnsnrmyn, dengnn 
ciilt:nglrnpi: 

a. lotocopy Kal'IU Tanda Penduduk (K'T'P) pernohrm yimg rnasih herlaku 
dengan menunjukan aslinya; dan 

b. Surat Tugas dari instansi pemohon dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk 
(ICTP) yang masih bcrla.ku dcngan mcnunjukkan asllnya. 

(~) Kcpulu DinJJ!~ bcrv.,cnRng mcngRhulkRn pcrmohonRn pcmhchR-n Rctrih11Ri 
Izin O .. ill~ll .. Ul Ut:'UJI.Wl menerbitkan persetujuun pembebusun retribuui. 

(4) Kcpala Dinas berwenang menolak pcnnohomm pembebasan RerrihuRi Tzin 
Gangguan dcngan disertai alasan penolakannya yang termuat da1am 
penolakan pembebasan retribusi. 

(5) Kcpala Dinas wajit) memberikan persetujuan mengabulkan atau menolak 
at:ix permnhonan pernbehasan Retribus; lzin <.,nnpF,mtn sebaP,aimnnn 
dimaksud pada a.vat (3) dan avat (4) pa.ling GUn3. 7 (tuiuh) harl keria 
terh;tune st-jak perrnohonan diterirna Dinas. 

(1) Walikota bcrwcnang mcmbcrikan pcmbcbasan Rctribusi Izin Cangguan. 
(2) Pembebasan Retribusi fain Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada pcmcgang Jzin Gangguan atas kegiatan usaha yang 
dilakukan oleh Negara/ Daerah untuk pelayanan jasa um um. 

(3) P1:,1111ultu11ar1 JJt:WUt!Uc.Uxu1 Retribusi lzin Gungguun diujukun kepadu 
Walikota. 

l4J Wu.likotu berwenang menerima atau menolak pcrmohonan pcmbcbasan 
Retribusi Izin Oangguan. 

(5) Walikota rnelimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
nyat ('..l), nyat Pl dnn ayat ('1) kepada Kepala Dinns. 

Pan1grnf2 
Retribusi lzin Oangguan 

l';,sx;,sl 2~ 

(5) Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan mcngabutkan atau mcnolak 
atas permohonan pembebasan Retribusi TMn Rt'hHgHim~mR dirnakaud pAclA 
ayat (3) dan ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
pcrmohonan ditcrima Dinas. 

(6) Rctchth lcwat waktu 7 (tujub) hari kcrja sc.iak ditcrimanya pcrmohonan 
pernbebasan h!r.tnhuS11 IMH, Kr.pnlA DmAsi tic1Ak mnmbcnkan kcputusan, 
maka perrnohonan pernbebasan Rerribusi TMn dinyarakan dikabulkan 
berdasarkan 1 'eraturan W:11ikot11 ini. 
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Pasal 26 
(I) Wajib t<etribus1 rnengajukan permohonan pengembalian Retribusi kepadn 

J<c:r,AlA Dinas dengan cam. mengisi formulir permohonan pengembalian 
rctribusi dcngan dilamplri. 
a. fotocopy $KR(> dcngan uicnunjukan asllnya; 

b. fotocopy Kartu Tanda Pcnduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku 
dengan rnenunjukan aslinya; 

c. surat kuasa dan fuLukupi Kartu Tanda Periduduk (KTP) yang maaih 
berlaku dengan menunjukan aslinya, bagi 1~ngu111AAn yang dikuasakan, 
clan 

d, li1lokt1pi Rukli P1.imbayttran Rctribusi dcngan mcnunjukkan aslinya. 
(2) Kepala Dinas daJam jangka waktu paling Jama 6 (cnam) bulan, sejak 

diterimanya permohonan pcngcrnbalian kclcbihan pcmbayaran Rctribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I], harus memberikan Keputusan 
berupa SKRDLB. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimakaud pndn nynl (?.) IP.lAh dih)rl"lpnui 
onn Kr.pnlA Di11a3 tidak mcmberikan euatu kcputusan. pcnuohonan 
pengembalian pcrnbayaran Rctribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 
harus ditcrbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, 

(-1) Apnbilu Wo.jiu Rctribusi mcmpunyai utang rctribusi lainnya, kclcbihan 
pemhayaran Retribusi sebngnimana dimaksud pada nyat (1) Iangsung 
diperhitungkan untuk rnclunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

(:i) Ptmg~mlmlifm kelebihan pembayaran retribusi sebazalmana dimaksud pada 
11_y11I ( 1) dihrk u kun dalarn jemP,ka waktu paling lama 2 (dua) bulan scja.k 
diterbitkannya SKl~DLlJ. 

(6) .Jika pengembalian kelebihan pembayaran relribusi dilakukan setelah lewat 
2 (dua) bulan, maka Wajib Retribusi berhak atas irnbalan bunga sebesar 2 
% (dua pcrscn] per bulan atas keterlarnbatan pernbayaran kelebihan 
pembaynran rerribusl, 

('/) Pengembalian kelebihan pembayaran l'P.trlhllsi &hH191inl,111fl dirmrk:,;ud pmlu 
ayat ( 1 J dan atas imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dlmakaud parla ayal (G) dibeliankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Semarang. 

H/\H VI 

TAT/\ C/\RA PENC1F,MRALT/\N KF,LF:RTHAN f'IRMTlAVARAN RF.'l'RTntr~T 

Pasal '...!5 

(1) Atas kclcbihan pcmbayaran retribusf, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
perrnohunan pcngr-rnbaltan rr-rrtbuai kcpada Walikota. 

('...!) WaJikot.a. melimpahka.n kcwcnangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
K~fll-HlH l(~pHl;,t r)inai,; 

(<i) Sntd~h lewat waklu 7 [lujuh] hari keria sejuk diterimunya permohonan 
pembebasan Rctribusi Tzin Oangguan, Kepala Dinaa tidak nu-rnberika« 
keputusan, maka permohonan pembebasan Rctribusi lzin Gangguan 
dinvntakan dikabulkan berdasarkan Peraturan Walikota ini. 

16 



DAB Vlll 

TATA CARA PENGHAPUSAN PlUTANG RETRTRURT YANG SUDAII 
l<~DALUWARSA 

l'asal 29 
(1) Hak unt uk rnelal<ukau penagihan retribusi rnenjadi kMfaltiwlir-88 sctclah 

melampaut waktu 3 (tiga) tahun terhitung seiak saat terutangnya retribusr, 
kecuall jika Wajib Retribusi rnelakukan Undak pidana d1 bidang retribusi. 

(2) Kcdaluwarsa penagihan retribusi scbagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
tertangguh jika: 
a. diterbitkan STl<I >; atau 
b. ada pengakuan utang rerribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak Iangsung. 
(3) Dalam haJ diterbitkan S'l'RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

kedaluwarsa pcnagihan dihltung sejak tanggal diterirnany» S'J'RD tersebut. 

UA8 VII 

TATA CAI<A P~NJA'l'UHAN SANKST ADMlNJSTRATIF 
1-'asnl 28 

(I) Walikota bcrwcnang menjalu+rknn eanksi administratif kepada W;1jih 
Retnbusi yang tidak membayar tcpat pada waktunya atau kurang bayar 
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; PaSRI 14; Pasal 17; 
dan Pasal 20 

(2) Sanksi adrninietratf sebagalmana dimakaud pada ayat (1) berupa denda 
Rehr.R:'ir 2°/n (dua persen) perbulan dari besarnya Retribusi yang terutang 
yung belurn dibayarkan atau kurang bavar. 

(3) Penjatuhan aanksi administratif sebagairoana dirnakaud pada AVAL (1) dan 
ayat (2) ditagih dengan menggunakan STRD. 

(4) Walikota melimpahkan kewenangan penjatuhan sanksi administratif 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal 27 
(1) Pengernbalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan 

rnenerbitkan SP20 yang diterbitkan bcndahara paling lambat 5 (limn) hnri 
kerja ~t1tela.h dit1:T'l1ilk>trar1y>t Sl{RDLB. 

(:.!) Sl".2L> is~b,'\G,'\im ..... na. tlim>tlorn1l pHdA AVAi (1) dlbuat dalam rungkap '1 (empat) 
yang mns111R mn!-lmp;: 
a. lernbar 1 dan lembar ~ untuk Uinas yang menangani pengelolaan 

keuangan selaku penerbit Surat Perintah Pencalran Dana (SP'2D); 
b. lernbnr 3 untuk Wajib Retribusi; dan 
c. lembar 4 untuk Bendahara Penerimaan nin;t!o\. 
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f'AAAI :~'l. 
(1) Kepala Dinas mernbentuk Tim Pcmeriksa untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 31 ayat ( 1) dan avat (2). 
(2) Pemeriksaan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

(3) H~sil pcrncriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditunngkan dalam 
Berita Acara, 

BA8lX 

TATA CARA PEMERlKSAAN RETRIDUSI 
PasaJ 31 

{l) Walikota berwenang mclakukan pcmeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pernenuhan kewajiban retribusi dalam rnngkn rnelaksanakan pcraturan 
pcrundang-u nda nga n r'P.I ribu si. 

(2) Wajib ~etrihufii ya11~ diperiksa wajib: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang rnenjadi dasarnya den dokumcn lain yang berhubungan dengan 
objek retribusi yang Ieru tang; 

b. memberikan kcaemp:1la11 u rrt u k meruusuki tempat atau ruangan yang 
cliHnggup pcrlu dan mcmberikan bantuan gunn kelnnoarnn porunriksaan; 
do11/nt.ou 

c, memberikan kctcrangan yang diperlukan. 

(3) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan ayat (2) kepada Kepala Dinas. 

1-'nMI xn 
(1) Peughapusan piuLan.w. retribusi clnpnt dilakukan ApAhflA rt'tl'll)tt81 8\lCl~h 

liuak urungkin ditagih lagi karcna ha.k untuk melakukan penaglhan sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. 

(2) Kepala Dinas melakukan lnventartsaai terhadap Wajib Retribusi yang 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1). 

(3) Inventarlsasl Wajih R~tnbusi scbagaimana climaksud pada ayat (2) wajib 
disampaikan kepada Walikota. 

(4) Walikota menetapkan Keputusan Penghapuaan Piutang Retribusi yang 
sudah kedaluwarsa paling lambat 14 hari kerja seja.k diterimanya 
inventarisasi sebagairnana climaksud pada ayat (3). 

(4) Pengakuan utang retribusl secara langsung sebagaimana dirnaksud pada 
AyAt (2) huruf h adalah Wajib 1-?etl'ibusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang rctribusi dan belnm melunasinya kepada 
Pemerintah Dacrah. 

(5) Pcngukuun ul1mg rc:trihuMi "r.r.J11rA titi,ik l.11nr,gui,r, gebar,almat\~ dlm.:\l«.Ud 
pada uyul (2) huruf b dapat dikctahui dari pcngajuan permohonan 
pcnundaan atau angauran pembayaran retribusi. 
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BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAIIUN 2015 NOMOR "i :Jg . 

, 
~ 

ADTTRIHANANTO 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal IL\ , ~ t- \..,f1 )"''f' 
SEKRETAl~IS T)AERAH KOTA S!!;MARANG 

TAVll' SUJ-'RTYANTO 

BABX 
KBTENTUAN Pl!:NUTUP 

Pasal 33 
Peraturan Walikota ini mulat berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Walikota ini dcngan penernpatannya dalam Derita Daerah Kuta Semarang. 

('1) Haail pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan 
scbagui dnsar penctapan: 
n. SKRDKB; 
b, SKRDLR; chm 
c, aanksi admlniatratif aelmgairnanA dimaksud dalam Pasal 28 uyat (2). 

Ditetapkan di Semarang 
pada rnnggal 11 ~ 1 -ou- 
Pj. WJ\LIKOTA SEMARANG 

:fa 


